BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
- PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 6/ TAHUN 2018
o . TENTANG |
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA N
BUPATI BOALEMO,

'Ménimbang: a. bahwa untuk mewu_]udkan kepemerlntahan yang baik,
' berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, ‘Satuan Polisi

MAS {  Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting

st dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu
Bupati dalam. penyelenggara'an pemerintahan Daerah di

bidang ketertiban . umum dan ketentraman masyarakat,
penegakan produk hukum Daerah, ' serta berkewajiban

: melakukan pembinaan secara berkelanjutan tefhadap aparat
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B Aslan Satuan Polisi Pamong 'Praja dalam melaksanakan fungsi -
i e PENegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik
g‘ng? -_; 31 ” ';::;L‘%éﬁff IS bagi anggota Pohsl Pamong Praja maupun Bantuan Polisi '
DTSR A« e Pamong Pra_;a : o
B m"“’i}f N \” ' _jf?..bahwa agar pelaks_ariaan fungsi penegakan dan pengawasan
M e ) i kode etik seb'agaimana dimaksud dalam huruf a dapat
j:g:-n ’ ~ terlaksana berdasarkan ‘ketentuan peraturan perundang- . -
undangan perlu membentuk Unit Petugas Tlndak Internal |

P
’ n‘aswl.i 1

31\5,):5 HuLE NP |
wenmr o i frmperomerons G, DADNWE berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

R et

pada hngkungan Satuan Polisi Pamong Pra_]a,

- dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

‘Bupati tentang Pembentukan Umt Petugas deak Internal”

_ _ _ pada Satuan Polisi Pamong Prgja; = _ ‘ _
Méngihga_t'" E .Undang ~ Undang ‘Nomor 50 Tahun 1999 tentang
' i Pembentukan Kabupaten  Boalemo (Lembaran Negara
Republlk Indonema Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

.L_emba_ran Negara Republik = Indonesia Nc_)mor 3899);




| _ _-sﬂebagaimana telah di ubah dengan Undang - Uridan'g Nomor
10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - undang_
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3965); | " '

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); _
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
- Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

'. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi
Pemerintah ( Lembaron Negam Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negera Repuybhk
Indonesia Nomor 560 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil =
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor-
142, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor -
4450); R
.. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satua’ﬂ :
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia . -
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk._
Indonesia Nomor 6205); : o
.- Peraturan Pernenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D131phn':' '
Kepegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik




"_"'Indo.ne'sia Tahun. 2010 "Nomor 174, Tambahan: Lembaran -
‘Negara Repubhk Indone51a Nomor 4587); _ | _
9, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 54. Tahun 2011
tentang Sta.ndar Operasmnal Prosedur Satuan Polisi Pamong o
Pra_]a, _
10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2013 '
tentang Pedoman PakaJan Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan .
Operasmnal Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016
| .tentang Pembentukan Susuhan Perangkat derah ( Lembarah
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan
_ Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 302);
| 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penega.kan |

Disiplin Di Llngkungan Pemermtah Kabupaten Boalemo «

‘Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 479);
13. Peraturan Bupatl Boalemo Nomor 38 Tahun 2016 tentng
o _Kedudukan, shisunan Organi.sasi, ’I‘ugaé, Fﬁngsi dah Tata _
karja, Dlnas Polisi Pamong Praja { Beritah Daerah kabupaten o
‘Boalemo Tahun 2016 Nomor583 ); ‘

- MEMUTUSKAN : : o
Menetapka.n PERATURAN BUPA’I‘I BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
: PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
~ BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. =Bupatl adalah Bupati Boalemo. |
- 3. Pemerintah Daerah adalah- Bupati Boalemo sebaga1 unsur'
"'penyelenggara " Pemerintahan Daerah yang memimpin
' pelaksanaan ufusan :pemerintahan yang-menjadi..kewenangan :
‘Daerah otonom. ' R
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP adalah adalah bagian perangkat daerah dalam penlegakahrf_
" produk Hukum Daerah dan. penyelenggaraan ketertlban __ :
_umum dan ketenteraman masyarakat. L ._: “
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja'

-

Kabupaten Boalemo.
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6. POllSl Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebaga1 aparat
Pemenntah Daerah dalam penegakan produk Hukum Daerah
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

o masyarakat serta perlindungan masyarkat. :

7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol

PP adalah lpégawai kontrak kegiatan yang membantu anggota

- ~ Satpol PP sebagai = aparat Pemerintah Daerah dalam

_penegak_an Peraturan Daerah dan penyelenggaraan katértilﬁan

. urhum dan ketenteraman masyarakdt. |

| 8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu
‘keadaan dinamis “yang memungkinkan Perneri_ntah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melaku_kan
kegiatannyé dengan tenteram, tertib, dan teratur.

9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit
PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.-

10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola
sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. |

~ 11. Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Pegawai tidak tetap,dan Pegawai

 Kontrak adalah Pegawal Daerah d1 ]mgkup Pemermtah Daerah _

| 'Kabupaten Boalemo. ' '

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak
intemal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.

BAB III
PAKAIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu o
PAKAIAN
Pasal 3
o "(1) Unit P’I‘I harus menggunakan seragam pakain PTI serta
' menggunakan Baret Biru dan Selempang warna put1h di
__ llengkapx ‘dengan Etiket, karena PT] merupakan unit non
- struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk




(2)

)

@

(1)

o

"hﬁkum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan

ketenteraman masyarakat.
Umt PTI harus berpenampllan berbadan tegap dengan
pakalan seragam yang di gunakan sesuai Peraturan Menteri
untuk melaksanakan pengawasan, penindakan dan
penegakan kode etik kedisiplinan anggota pada Satuan Polisi
Pamong Praja.
Kedudukan
" Pasal 4
Unit PTI merupakan bagian dari Satpol PP untuk
melaksanakan penegakan disiplin dan pembmaan anggota
serta melaksanakan penegakan produk Hukum Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum, dan két_enteraman .
masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satpol PP. _
Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang karena |
jabatannya bertanggung jaWab kepada Kepala Seksi
Pembinaan,Penyuluhan Hukum Daerah. o
Bagian Kedna
©Tugas, Fungsi, Dan Wewenang
| Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada o

seksi/subbag di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan .
tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi -
Pamong Praja dan Banpol PP.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat .
(1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar -
Seksi/ subbag di lingkungan Satpol PP.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 6
Unit PTI bertugas:
a.” Menggunakan baret biru dalam melaksanakan pembinaan
disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal
dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan
Banpol PP serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;




c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan

prilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan
Banpol PP; dan :
d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan -
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan .
perundang-undangan. '

Melaksanakan tugas lain sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) huruf d, ‘meliputi:

a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan

pimpinan;

b. melakukan pemanggilan dan pemenksaan terhadap |

anggota Satpol PP dan Banpol PP yang diduga/patut
diduga - melanggar kode etik, disiplin, dan standar
operasional prosedur di lingkungan Satpol PP; -

c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan
penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota
Satpol PP dan Banpol PP;

d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di.
lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah K_épala
Satpol PP yang berhak memberi sankst; _

e. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota
Satpol PP dan Banpol PP yang melanggar kode etik, |
disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk
hukum Daerah di lingkungan Satpol PP; dan ' -

f. melakukan koordimasi/fasilitasi dan kerjasama dengan
instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di R
luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam pengamanan di
lingkuhgan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan = penegakan disiplin, standar operasional
prosedur, dan Kode Etik Polisl Pamong Praja dan Bahpol PP;
pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan
Satpol PP;

pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol
PP;

pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;




. . pelaksanaan koo'rdinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan I_ |

.Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seks1-

Pembinaan Penyuluhan Hukum Daerah;

pembena.n penga_]uan saran / rekomendas1 dan pertimbangan

' _pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan

| '-standar 0peras1onal prosedur yang khususnya berhubungan_.

: dengan tugas PTL; dan - o S

. '_'pelaksanaan tugas - lam yang dlpenntahkan _oleh atasan

sepan_]ang tidak bertentangan dengan peraturan perundang— -

. undangan ' _ o

| :-.Paragra_f'4

" Wewenan_g

“Pasal 8

Unit PTI mempunyai wewenang: _

a. menyusun program dan pelaksanaan pengManan dalam
'r.angk'a pemblnaan dan pengawasan 1nterna1 anggota' |
: _Pohs1 Pamong Pra_]a dan Banpol PP;

b menylapkan administrasi pembmaan pengawasan, dan_ -

o penyelidikan pelanggaran Kode Etik - Pohsl Pamong Pra]a" .
~'dan Banpol PP da.n, ' '

| c. _melaksanakan pembmaan dan pengawasan Kode Et1k-

._ B Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; :

d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembmaan d131p11n
| dan pengamanan di hngkungan Satpol PP;

“e. mengawasi, . menyehd1k1 serta - menghadlrkan pelanggar-_ :

~ Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP, apablla-. -

d1duga/ patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Pohs1 . |
- 'Pamong Praja, dan Banpol PP -

._f. ' menya_mpalkan hasﬂ pengawasan penyelidikan atas_'

:pelanggaran Kode Etlk Polisi Pamong Pra_la dan Banpol PP__'-_Z.' =

dalam bentuk Benta Acara Pemenksaan, '
g membuat laporan tentang pembmaan, pehgawasari; _
| penyehdlkan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong--
__Pra_]a dan Banpol PP kcpada Kepala Satpol PP;

- '_ h. melakukan evaluam terhadap pelaksanaan pemblnaan dan‘ SN

. pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol P__P_, .'

dan




i. melaksanakan tugas lain yang di]ieﬁritahkan oleh atasan -
sepanjang  tidak bertentangan dengan  peraturan
pemndang-undangan | '.

{1} Dalam meiaksanakan wéWenahgnya' ‘sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakuka_n o
'penangkapan dan/ atau penahanan :

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
' Pasal 9 | _

(1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri dari:

 a KomandanPT : :
b.. Wakjl Komandan; dan
c. Anggota PTI; _

(2) Struktur orgamsasx Umt PTI sebagaJmana dunaksud pada '

ayat (1), tercantum pada Iarnplran vang merupakan bagian - -
tidak terplsahkan dalam Peraturan Bupati i ml
R BAB A\ o
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu o '
Komandan PTI
Pasal 10
‘Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala'- '-
Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina,
meng¢nda1ikan, dan mengkordinasikan Wakil Komandan
den Anggota Unit PTI dalam bidang pembinaan dan
pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong | Praja dan |
Banpol PP.
- Pasalll
Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam -

Pasal 10, Kornandan Unit PTI mcmpunyal fungsu sebaga.l .

5 berikut: _ :
© a. perumusan kebl_]akan teknis dl bidéng -penegakan, *

_ pembmaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol_ e

PP;

“b. pc.la.ksanaanl penyelidikan terhadap laporan masyarakat::'_ L

“dalam hal adanya anggota Polisi'Pam'ong Praja' dan/atau . |
Banpol PP dlduga/ patut chduga melakukan pelanggaran,
dan :




C. "pelaksanzaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi

Pamong Praja dan Banpol PP. |

| ' ‘Bagian Kedua
Anggota Unit PTI
Pasal 12 _

Anggota Unit PTI mempunya.l tugas mernbantu Komandan )

~Unit PTI dalam pelaksanaan tugas .
' Pasal 13 _ _ _

Untuk melaksanakan tugas sebagaumana dlmaksud dalam

Pasal 12, Anggota Unit PTI mempunyai fungs1 sebagai

berikut : |

a. pelaksanaan penegakan hukum, pembmaan d1s1p11n dan

" Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;

b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat_ :
dalam hal adanya anggota Satpol PP dan/ atau Banpol PP'_'
dlduga/ patut diduga melakukan pclanggara.n, '

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi -

. Pamong Praja dan Banpol PP; | - ' |

d. pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan oleh cha.la Satpol
PP dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak _bertentangan- _
‘dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14
(1) Unit PTI chsampmg bertugas sebagai pelaksana pada
| seksi/ subbaglan pada Satpol PP, juga melaksanakan -
' tugas pembmaan dan pengawasan internal d151phn Kode.'_
Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota_ '
_Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordma31, integrasi, -
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit
PTI, antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain
di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.
| _ Pasal 15 _
Komandén ‘Unit PTI wajib mengawasi pelaksanaan 'mgé.s
bawahan dan apabila terjadi penyimpéngan. agar

~mengambil langkah- langkah yang dlpcrlukan sesuai . -

| {

| dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.




)

@)

(3)

S

(2)

3)

c. atas permintaan sendiri;

| _ Pasal 16 . B |
Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi ~
petunjuk dan bertanggung Jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
' Baglan Kesatu
Pengangkatan .

o | . Pasal17 |
Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipii 'Saitpol PP yang' |
dipandang cakap dalam bekeﬁa dan memiliki kepribadian .

yang ba1k, yang dltunjuk dari seksi/ subbagian. -

Pengangkatan Unit PTI dlusulkan oleh Kepala Sek51_
Pembinaan,Penyuluhan Hukum Daerah melalui Sekretans

_ Satpol PP kepada Kepala Satpol PP.

Pengangkatan sebaga,l Unit PTI dltetapkan dengan

Keputusan Kepala Satpol PP.

| Pasal 18 . | .
Pengangkatan Anggofa Unit PTI sébagajmana dimaksud

_dalarn Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
 sebagai berikut: | .

Pegawal Negen Sipil berpangkat serendah-rcndahnya

- pengatur muda/ golongan lla;
. berpendldlkan serendah-rendahnya SLTA/sederajat; dan

sehat jasmani dan rohani yang_dinyatakari dengan _sui'at |
keterangan sehat dari. dokter.
| Bagian Kedua |
" . Pemberhentian
Pasal19 _ _ _
Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan _olé_h :
Kepala Seksi Pembinaan Pen}Fuluhan Hukum Daerah
melalui Sekretans Kepada Kepala Satpol PP. |

_Usulan pemberhentlan PTI sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1) harus disertai dengan a}as_an—alasan dan bukti
pendukung. | | | )
Pemberhentian scbagairhana dimaksud pada ayat (1),

dapat langsung dilakukan apabila:

| berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

dipindah tugaskan keluar Satpol PP

/




melanggar 'disipli_h Kode Etik Polisi _Pamorig --Praja dan
Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP; |

. melanggar dls1p11n

f. - dltetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pldana _-

'dan/ atau
- menmggal dunla . o
_(4) Pemberhentian sebaga_t anggota Unit PTI dltetapkan -
. dengan keputusan Kepala Satpol PP.
. BABVII
'HONORARIUM '
_ ‘Pasal 20 _
Kepada ‘anggota Unit PTI dapat diberikan honorarium
dengan besaran .seéuéi dengan standéf satuan harga -
- belan_]a pegawai yang dltetapkan oleh Bupat1
| BABIX |
KETENTUAN PENUTUP
_ Pasal 21 -~ _ - )
Peraturan Bupati ini mulai- berlaku ‘pada  tanggal
‘Agar  setiap. ‘ora_ng mengetahu_inya, 'm'emeﬁntahkan._'
' pengundangan Peraturan Bupati "~ ini  dengan
penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupatcn Boalerno
Ditetapkan di Tﬂamuta - |
pada tanggal 31 )Gﬂbal 2018 -
L BUPATI ' |
7 - 2
o _—7"DARWIS MORIDUY_»
: D1undangkan d1 Tllamuta

pada ta.nggal 3 DGIGMBGR 2018 .

( BERITA DAERAH

ETANGO

ABUPATEN BOALEMO,

hE UPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR ?36 )




| BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL) - C '
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